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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 31,
dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Menetapkan :

66406);Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA
adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja
Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan
dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan
dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan
TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang
selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah
permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan

layak berdasarkan penilaian kelayakan.
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Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah
persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang
selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi
informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan
kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi
ketenagakerjaan.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya
disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus
dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak
atau pendapatan daerah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem billing
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang
meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing dan
sistem pelaporan PNBP.

Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan
bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode
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16.

17.

18.

19.

20.

Billing dalam rangka pembayaran/penyetoran
penerimaan negara.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh
Sistem Billing SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau
setoran yang dilakukan wajib bayar/wajib setor.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara untuk menerima setoran
penerimaan negara.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha
untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas
bagi pelaku wusaha dalam kegiatan pelaksanaan
usahanya.

Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan  kegiatan pembinaan, pemeriksaan,
pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah
tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan
kepada Pemberi Kerja TKA untuk memperbaiki
ketidakpatuhan  terhadap norma  ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas
Ketenagakerjaan.

Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2

Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib

memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat

yang ditunjuk.

(1)

Pasal 3

Pemberi Kerja TKA meliputi:

a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan
badan internasional,

b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan
perusahaan asing, dan kantor berita asing yang
melakukan kegiatan di Indonesia;

c. perusahaan swasta asing yang berusaha di
Indonesia;

d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau
yayasan yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di
instansi yang berwenang;

e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan
kebudayaan;

f.  usaha jasa impresariat; dan

g. badan wusaha sepanjang diperbolehkan undang-
undang untuk menggunakan TKA.

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang

berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 4

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus:

a.

memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang akan diduduki;

memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling
sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang akan diduduki; dan

mengalihkan  keahliannya  kepada Tenaga  Kerja

Pendamping TKA.
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